BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan bab yang telah dikemukakan di depan maka penulis akan
mencoba membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi Peraturan Bupati No 22 tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Reklame di BKAD Kabupaten Bantul.

1. Komunikasi merupakan penyaluran suatu informasi dan
mempunyai pengaruh dalam memberikan informasi terkait pajak
reklame. Salah satu cara adalah sosialisasi. Sosialisasi menjadi
pilihan yang dilakukan BKAD untuk memberikan informasi
kepada masyarakat. Dalam sosialisasi perlu adanya kejelasan dan
konsistensi dalam melakukan sosialisasi. BKAD sudah melakukan
5 kali sosialisasi pada tahun 2017. Dalam sosialisasi tersebut masih
dirasa kurang dan masih perlu tambahan dalam sosialisasi.
Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan
informasi kepada masyarakat.

2. Sumberdaya mempunyai pengaruh besar dalam melaksanakan
pajak reklame. BKAD mempunyai 39 staf yang di Bidang
Penagihan dan 18 staf pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan.
Staf pada bidang Pendaftaran dan Penetapan masih sedikit dan

perlu tambahan pegawai. BKAD harus memberikan informasi
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terkait pajak reklame sesuai dengan regulasi dan peraturan yang
berlaku. Kedua bidang tersebut memiliki wewenangnya masing-
masing yang harus dijaga agar kewenangan tersebut tidak
diselewengkan. Dalam melaksanakan tugasnya para staf didukung
berbagai fasilitas yang dimiliki oleh BKAD seperti gedung,
komputer, printer, mesin fotocopy, mobil dinas, ataupun biaya
operasional dalam melakukan penagihan.

. Sikap pelaksana yang dilakukan oleh para staf memberikan
pengaruh dalam pajak reklame. Dalam melaksanakan tugasnya
target yang diinginkan tercapai dan para pagawai staf mendapatkan
insentif dari pencapaian tersebut. Insentif dapat diberikan max 5%
dari target APBD dan diberikan secara rata sesuai dengan tugas
yang dilakukan dan diharapkan memberikan semangat kepada
pegawai.

. SOP merupakan acuan dalam melaksanakan pajak reklame mulai
dari ljin reklame, penerbitan ijin reklame, penerbitan SKPD secara
jabatan, penetapan pajak secara official, pengembalian biaya
bongkar, dan pengurangan pajak. BKAD mempunyai tantangan
dalam melaksanakan pajak reklame insedentil atau reklame yang
masa berlakunya Cuma 3 sampai 1 minngu yang banyak potensi
lossnya. BKAD membagi ke dalam 2 bidang yaitu Bidang
Pendaftaran dan Penetapan dan Bidang Penagihan. Kedua bidang

tersebut harus selalu berkoordinasi. BKAD berkoordinasi dengan
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DPMPT akan tetapi perlu ditingkatkan lagi agar tidak terjadi
miskomunikasi seperti pihak penyedia reklame membayar pajak
dulu baru mengajukan ijin dan DPMPT berkoordinasi dengan
Satpol PP. Pada saat Satpol PP melakukan penertiban dan
menemukan reklame yang belum berijin ataupun sudah habis
masa berlakunya sebelum itu harus menanyakan dulu ke DPMPT
ataupun menghubungi langsung penyedia reklame yang
bersangkutan agar tidak asal bongkar saja.Satpol PP tidak asal
main bongkar, akan tetapi harus menanyakan kepada Untuk
melaksanakan tugas tersebut juga didukung oleh kepala BKAD

maunpun instansi lainnya guna meningkatkan pajak reklame.

B. Saran

1. BKAD dalam melakukan Kkegiatan sosialisasi di kecamatan-
kemacatan Kabupaten Bantul perlu adanya peningkatan frekuensi
dalam sosialisasi. Sehingga banyak mayarakat yang akan
memahami tentang pentingnya membayar pajak reklame ataupun
pajak daerah lainnya.

2. Sumberdaya yang ada di BKAD perlu adanya tambahan personil di
Bidang Pendaftaran dan Penetapan agar dalam melaksanakan
tugasnya tidak terjadi penumpukan atau kualahan dalam melayani

para wajib pajak. Fasilitas juga perlu perluaasan ruangan yang
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sempit sehingga para wajib pajak dapat membayarkan pajaknya
dengan nyaman.

. Dalam melaksanakan SOP pajak reklame perlu adanya
peningkatan melaksanakan pajak reklame yang insedentil yang
banyak potensi lossnya. Dalam berkoordinasi BKAD dan DPMPT
perlu ditingkatkan biar tidak terjadi miskoordinasi, seperti wajib
pajak reklame yang membayar dulu baru mengurus ijin di DPMPT
pada reklame insedentil. DPMPT dengan Satpol PP harus selalu
berkoordinasi, saat Satpol PP melakukan penertiban dan
menemukan reklame yang belum berijin ataupun sudah habis
masa berlakunya sebelum itu harus menanyakan dulu ke DPMPT
ataupun menghubungi langsung penyedia reklame yang

bersangkutan agar tidak asal bongkar saja.
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